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ABSTRAK 

Skiripsi ini berjudul Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Jumlah Mut’ah 
Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Talu, ditulis oleh Reni Siska Putri, 
NIM 2213010045, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas 
Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skiripsi ini 
dilatar belakangi oleh putusan hakim yang menetapkan jumlah mut’ah bagi 
istri yang yang dijatuhkan talak oleh suaminya, tetapi tidak memintakan hak-
hanya dalam petitum ataupun tuntutannya. Namun hakim karena jabatannya, 
yaitu menggunakan hak ex officio dalam menetapkan jumlah mut’ah yang 
harus diterima oleh istri. Tulisan ini bertujuan untuk mencari tau alasan 
hakim dalam menetapkan mut’ah, pertimbangan hukum hakim yang 
digunakan dalam mut’ah, dan kondisi hakim dalam menggunakan hak ex 
officio. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris 
(empiris legal research) dengan pendekatan kualitatif berupa data primer dan 
sekunder. Data dikumpulkan melalui data primer dengan cara wawancara 
bersama dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Talu dan menggunakan 
data sekunder berupa putusan-putasan di Pengadilan Agama Talu. hasil 
penelitian ini menunjukkan sebagai berikut : Pertama, alasan hakim dalam 
menetapkan mut’ah, yaitu ketentuan mut’ah dimintakan  dalam petitum 
gugatan (tuntutan kumulasi) atau  hakim menetapkan secara ex officio, hak 
bagi perempuan dan kewajiban suami pasca perceraian dalam fikih dan 
hukum positif, serta pertimbangan keadilan, pengaruh norma agama dan 
norma sosial. Kedua, pertimbangan hukum hakim yang digunakan merujuak 
pada posita (tuntutan) yang dibubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 
2018 dan interpretasi hakim. Pertimbangan yang dilakukan melihat pada 
aspek keadilan, kemampuan suami, kepatutan, lama masa pernikahan, take 
home pay suami, fakta, kebutuhan dasar, serta apakah istri nusyuz atau tidak. 
Hakim juga menggunakan metode jurimetri dengan prinsip keseimbangan 
dengan negosiasi. Ketiga, hakim dapat menggunakan hak ex officio ketika 
para pihak tidak mencantumkan atau tidak memintakan haknya dalam 
petitum maupun tuntutannya. Namun hakim merasa perlu untuk 
menetapkan hak-hak yang memang murupakan yang harus didapatkan oleh 
istri dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami.  

Kata Kunci : Ex Officio Hakim, Mut’ah, Cerai Talak. 
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ABSTRACT 

This thesis is entitled Ex Officio Judges in Determining The Amount of 
Mut’ah in Divorce at the Talu Relegious Court, written bg Reni Siska 
Putri Number 2213010045, a student in the Family Law Studi Program. 
Faculty of a Sharia, Imam Bonjol State Islamic University, Padang. This thesis 
was written based on a judge’s decision to ditermine the amount of mut’ah 
for a wife who was divorced by her husband, but did not request this right in 
her potition or claim. However, the judge, due to tis position, used his ex 
officio right to determine the amount of mut’ah that the wife should receive. 
This paper aims to find out the judge’s reasons for determining the mut’ah, 
the legal considerations used bg the judge in determining the mut’ah, and the 
coditions under which the judge exercised his ex offico rights. The research 
with a qualitative approach in the form of primery and secondary data. Data 
was collected through primery data by interviewing judge at the Talu 
Religious court and using secondery data I the form of decisions at the Talu 
Religious Court. The results of this study show the following: First, the 
reasons given by judge in determining mut’ah are that mut’ah is requested in 
the petition (cumulative claim) or the judge determines it ex officio, the rights 
of women and the obligations of husbands after divorce in fiqh and positif 
law, as well as considerations of justice and the influence of relegious and 
social norms. Second, the judge’s legal consideration refer to the posita 
(clam) linked to SEMA Number 3 of 2018 and the judges’ interpretation. The 
considerations take intoo account aspects of justice, the husbend’s ablitiy, 
propriety, the length of the marriage, the husband’s take-home pay, facts, 
basic needs, and whether or not the wife is nusyuz. The judge also uses the 
jurimetric method whit the principle of balance through negotiation based on 
maqashid syari’ah. trird, the judge can use ex officio rights when the parties 
do not include or request their rights in the petition or demands. However, 
the judge feels the need to determine the rights that must be obtained by the 
wife and the obligatoins that must be paid by the husband. 

Keywords : Ex Offico Judge, Mut’ah, Divorce. 
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